306 1/ 4 [P - o2

PELAKSANAAN BERPERKARA PERDATA SECARA CUMA-CUMA
BAGI MASYARAKAT YANG TIDAK MAMPU
DI PENGADRILAN NEGERI KELAS LA PADANG
SKRIPSI
Diajukan Guna Memenuhi Sebahagian Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hoknm

2k

AFRIT AS
97140136

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2001

Reg No: 12300 PRV 0L



Pelabsanaan Berperkara Perdata Secara Cuma-Coama bagi Masvarakat vang
Tidabk Mampu di Penpadilan f"ﬂ:}geri kelas LA Padane

(Nama @ AFRILAS, Noo BP : 971401506,
Fakultas Hukum Unand, 39 halaman, tahun 2001

ABSTRAK

Sebagan besar dan masyvarakat Indonesia adalah mereka vang berekongm
ternah dan awam dalam masalah hukum. (Heh sebab it pika ada haknva vang
dilanggar, maka mereka ndak mauw membaws perkaranva ke pengadilan
Alasannyva adalah babwa berperkara di pengadilan membutubkan biave vanyg
cukup besar. schingga mereka lebih memilih menerima nasibnyva bewitu saia,

Meskipun dalam Pasal 237 H LR 273 R.Bg diberikan kesempatan untuk,
herperkara secam cuma-cuma atau prodeo, namuon tidak banvak masvasakal vang
mengetahwnya, [ samping o dalam pelaksanaannyapun seringkal ditemukan
kendala, Adapun vang memadi kenaalanva blasanva adalab masalah dara Oleh
karenzs iu petulis merasa teartk untuk melakukan penehtian tentang hal ind
khosusmva b Penpadilan MNepen kelas LA Padang. Dan penulisan i ada
oeberzpa masalah vang ingin diketahw vastu, Bagavmana pelakssnaan peraturan
s Penpadilan Negen kelas 1A Padang, kendala-kendala vang dihadape dalam
pelaksanaannva sema upava vang ditempuab uniuk mengatast kendalu-kendala
ters2hut.

Dalam penchitian mi digunakan metode penelian dengan  pendekatan
masalah secara vandis sosiologis, vakm menekankan pada aspek bukum dikaitkan
dengan prakteknva i lapangan. Sedangkan data vang diperoleb berupe cata
primer vang diperoleh dan hasil wawancars dengan mhak terkait dan data
sehunder yang diperoleh dan peraturan perundang-undangan sena buke-huka
breratur vang berhubunoan dengan skeaps i dam studi dokumen.

Dt vang diperoleh akan diolah dengan mengeunakan analis koalitant
urtuk data wvang tdak berupa angka dengan  mendesknipsikannva  dengan
miengenakan  kata-katy berdasarkan pada  peraturan  perundang-undangan
pendapat para abh. pendapat pakar, termasuk pendapat penuls sendir

Dazi kasil penebman, wernyata selama im belum ada permobonan untuk
berperkara perdata secara prodee dalam pemenksan ungkat pertama i Penvadilan
Magen Kelas LA Pudang, MNamun, untuk pemenksaan iingkat banding hanva ada
sain permobonan vang digjukan melahu Pamstera Pensadilan Mepen kelas 1A
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BAB 1

PENDAHULUAN

AL Latar Belakane Masalah

meliap manusia siapapun din dan bapaimanapun keadaannva pastilal
menginginkan agar sctiap haknva dibormat oleh orang lain, bak hak vang
berhubungan dengan dirinva maupun vang berhubungasn denpan harla bendanva |
Agar hak-hak tersebut dibormatr orang lain, maka oleh newars diberikan
perhindungan berupa fembaga peradilan vang tdak memibak  Tonbaan hak
melalul pengadilan ini juga dimaksudian weoiuk mencegzah “cigenrichting”™ atau
menghakiom sendim Timdakan menghakimu sendior merepakan tindakan untuk
melaksanakan hak menwnr kehendabinya sendini vang bersifar sewenang-wenang.
wnpe  mempedchkan Kepantngan dan hak  orang  lam,  sehinpea  akan
ienmmbulkun Serugian Jadi. senap masyarakal yvang merasa haknva dirugikan
oleby orang lain sevopvanva mengadukan masalabnva ke pengadilan, karena
mentany setap manusi mempanyan hak vang sama B depan hukem dan
pemerintzhan sebagatmana yang di atur dalam Pasal 27 avac (1) UUD 1945

Meskipun setiap manusta mempunyan hak dan kedodukan vang sama di
depan hukum, namun banvak diantara masvarokal yang tdak maue membawa
masalabmya ke pengadilan. Hal i bwsa dimakiumi karena sebagian besar
masyarakal Indonesin masik awam dalam masalab hukum Jan adanva angaapan

dalam masyarakal vang mevakini babwa berperkara di penpadilan membaiuhkan

Dsudisme Meakusama, 1987 Bl Ao Perdima Soudvaicea, al 2



biava vang cukup besar Sebagai contohnva adalah puda saat seseorang ingin
mengajukan gugstannva maka panitera pengadlan pada sasi memasukkan sura
gugatan e ke dalam suate dafiar tuntutan perdata skan memintg kepada
pengguzat amuk omembaver wanye muka  untuk membavar  ongkos-ongkos
pengadilan. Jumlah vang muka i ndak sedikit, bahken wonek saat i mencapai
Jumidah Bp 275 000, Jumlah itu tadak munbak, karena baru merupakan vange muka
Liang muka tersebut alah guna engkos jalan jure sia memang) sakst dan bayva

saksi-seks) dalam perkara o vang diperfukan oleh hakim. Jumlah wang muka ini

-
g

" . 4
reegantung besar kecilova pada jumlah vang dipugat dan banvak sedikitnys saksi

vany harus dipanggil”. Jumiab ini Jetas terlalu besar untuk polongan masvarakag
vang berekonmm lemah

Mueskipun dalam pergaturasnva sepertt dalam Pasal 4 ayar (23 Ul Ko, 14
tahurt 15970, wentang ketentuan Pokok Kekuasaon Kehakiman telab dinvatakan
bahwa, “peradilan dilakukan denpgan sederbana. cepat dan biava nngan”
boetemuan im diperieges bagr oleh Pasal 3 avar (239 dan undang-undang terselbu
bahwa 1 "Dalam perbara perdate peradilan membamu para pencari keadilan dan
buerusaba sekeras-herasnya mengatas segala hambatan dan notangan untuk dapat
temcapayi peradilan vang sederhana, cepat dun blava ringan’ Meskipun
demikian dalam prakicknva sering kKabi dalam  perkara  perdsta acars
pemeniksaanmya barbelit-belin dan dapat menvebabkan proses sampal sampa
oertabun-tahun, bahkan Kadang-kadang harus difanjukan oleh parz ahli wans

poncan keadilan Otomatis nayva vang dibutubkan jusa beriambah besar. Hal o

T R, PRTR Mewndiber o Sedieesna, Poliets, Boaeor, balamgn 10



BAR IV
PEMUTTIP

A. Kesimpulan

Lad

Mzlaksanaan Pasal 237 H.LE ¢ Pasal 273 R By tentang berperkara secara
Cuma-Cuma bagr masyarakal vang tidak mampu di Pengadilan Negen
kelas LA Padang belum ada, Hal im disebabkan karena belum ada
masyarakat vang mengajukan permohonan untuk berperkars perdata
secara priddes dalan pemenikssan tngkat satu di Pengadilan Negen kelas
I.A Padane. Adapun fakior penvebabnya adalah karena ketidak tahuan
masyarakat tentang adanva peraturan o, Namun untuk pemeriksazn di
tingkat banding ada satu perkar vane dizjukan melalu Panitera PAN kelas
LA Padang Dalam pelaksanaannya lernyata Panitera Pengadilan Negen
tidak cermat dalam menjalankan peraturan vang ada, Hal ini terbukn
dengan dikembahkannva Berla Acara Pemenksaan dan berkas perkara
permohonan prodea aleh Pengadilan Tingm ke Pengadilan Neperi untuk
dilengkapt

Berhubungan karena belum adanva permohonan unuk berperkara perdata
secara prodec dalam pemeéenksaan tnpksl satu di Pengadilan MNeger
Padang kclas 1. A PMadanz, maka sampan saal sm befum ada kendala-
kendalz vang dihadapimva, Namun, seandainya kasus ilu ada. maka
kemungkiman kendala  yang  akan  dihadapi  adalah  masalah  dana,
Pemerintah pusat banyva memberikan bantusn dana untuk prodeo dalam
kasus Fidana. sedangkan untuk perkara perdata tidak ada,

Ulpava vang duempubh untuk mengatast masalah vang munpkin akan
dihadap itu adalah dengan menghonversikan atau mengalibkan bantyan
dana untuk perkara pidana ke perkars perdata vang dimohonkan eniuk
prodeo tersebul. Karena jumilah bantuan u sedikat, maka untuk memenuhi
kekurangannya, Pengadilan hezeri dapat mengajukan wsul ke Kanwal

frinan Pos Bantuan Hukum
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